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PENDAHULUAN

Pelaksanaan tata kearsipan di lingkungan Pemeriptatiinsi DIY
yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor EinT 2005 pada
prinsipnya mengatur prosedur penyelenggaraan kearsii Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Retak Provinsi DIY.
Dalam pengertian ini diharapkan tata kearsipan tdegggunjang tertib arsip
sehingga memberikan kontribusi optimal bagi pelakaa manajemen
pemerintahan dan pembangunan.

Untuk terciptanya penyelenggaraan tata kearsipabagsémana
dimaksud terdapat beberapa unsur dasar yang hgwaautli, meliputi :
sumber daya manusia, anggaran, sarana prasararssigsn. Keempat unsur
tersebut merupakan prasyarat yang harus terperadairss komprehensip,
sinergis dan berkelanjutan.

Sejak diberlakukannya sistem Kartu kendali di P&meh Provinsi
DIY pada tahun 1983 dengan didasarkan pada Keput@sdéernur Nomor
256 tahun 1981, kondisi ideal dari tata kearsipansebut belum pernah
tercapai. Berbagai pembinaan, baik menyangkut asg@kajemen maupun
teknis telah dilakukan. Akan tetapi tertib arsipulb@ juga kunjung terwujud.
Hal ini selain ditandai sering hilangnya arsip,gugsulitan dalam penemuan
kembali. Tidak jarang arsip yang memiliki nilai atgis tidak diketahui

keberadaannya. Keadaan ini selain menghambat dat@taksanaan



manajemen pemerintahan, juga dapat menimbulkanlikohkbih dari itu
dapat menghilangkan bukti otentik suatu peristieating.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 mengaksmaghwa
kearsipan merupakan tugas wajib daerah. Hal imaken mengukuhkan
akan arti penting arsip dan fungsi arsip untuk képgan masa kini maupun
masa yang akan datang. Demikian halnya dengan \gagahang Nomor 43
tahun 2009 tentang Kearsipan selain secara tegagamanatkan fungsi
arsip secara legal, formal, kultural, maupun sogfiga secara eksplisit
mewajibkan pejabat struktural di SKPD untuk melakdéan pengelolaan
arsip dengan disertai sanksi, baik administrasipunagpidana.

Perlu dikemukakan bahwa selama ini terdapat pearsepsy keliru
terhadap kearsipan dengan segala aspeknya. Halgpalementer adalah
pemahaman yang salah terhadap konsep arsip iturisébali pemahaman
yang salah menimbulkan perilaku yang salah pulzati&ap arsip dan bidang
kearsipan. Kearsipan dipandang sebagai pekerjaapisgan yang dapat
dikerjakan oleh siapapun. Dalam pengertian yangatas, pelaksanaan
kearsipan dipandang hanya sebagai tugas dari spagendaris di Bagian
Tata Usaha. Kondisi tersebut bukan berarti menjadran ketidakberhasilan
pembinaan. Lebih dari itu bukan berarti pula permadimyang telah dilakukan
sia-sia. Hal yang diperlukan adalah mencari penyelaai terjadinya kondisi
tersebut. Selama ini pembinaan dilaksanakan befdasaasumsi-asumsi,
bukan data riil. Kalau pun tersedia data bukan s#idean pada hasil survai

yang dilakukan secara ilmiah.



Oleh karena itu guna memenuhi tuntutan perundadgngan
pembinaan kearsipan harus dirumuskan berdasarkém aleurat yang
didapatkan melalui kajian ilmiah terhadap sistenmiadstrasi kearsipan
Pemerintah Provinsi DIY. Unsur manajemen selamamearupakan lapisan
paling steril dari kearsipan. Banyak unsur pimpingang menempatkan
dirinya ‘hanya sebagai pengguna’ arsip yang tidatupbersentuhan dengan

sistem kearsipan itu sendiri.

BAB I1

PERMASALAHAN

Penunjang yang Terabaikan

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 talifi Xentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, di kalangarsyarakat awam
maupun di lingkungan birokrasi pemerintah masihadnai oleh persepsi
yang salah tentang arsip dan kearsipan. Kesan ¢eateng arsip masih saja
serba negatif. Arsip dicitrakan sebatas kertasakektimal, surat-surat yang
sudah tidak terpakai, atau pertinggal yang disimpbleh pencipta surat.
Bekerja di bidang kearsipan dianggap sebagai oyang diarsipkan, orang
buangan, diparkir, dan sebagainya. Pola penempatgawai di bidang
kearsipan, baik di lembaga kearsipan daerah madp@KPD, selama ini
masih kurang menguntungkan. Pegawai yang ditempatkanit kearsipan,

termasuk mengurus surat- menyurat, di kalangaansspemerintah rata-rata



berkualitas rendah, pendidikan rendah, bahkan git¢kan pegawai-pegawai
yang bermasalah.

Akan tetapi kalau para pejabat structural ditargygang arsip, tidak
seorang pun akan mengatakan bahwa arsip itu tidakng, bahkan semua
pejabat akan mengatakan sangat penting. lronisralamd penempatan
pegawai, sangat jarang seseorang yang berpendidikggi, trampil dan
cekatan, jujur, dan berkemampuan ditempatkan dikearsipan. Biasanya
mereka dipekerjakan di unit operasional.

Dilihat dari jenis ketugasannya, unit kearsipammtesuk unsur
fasilitatif. Sebenarnya posisi kearsipan sejajangdea keuangan maupun
kepegawaian. Fungsi fasilitatif memberikan pelayaragar tugas pokok
suatu organisasi dapat dilaksanakan dengan larmmatbdrkualitas. Hal itu
berarti kalau unsur penunjang efisien maka pelaeatugas pokokpun akan
efisien. Sebaliknya, apabila unsur fasilitatif akdefisien, tidak mungkin
pelaksanaan tugas pokok dapat berjalan denganbaldém praktek birokrasi
pemerintah selama ini pelaksanaan salah  satu fasilitatif yang
menyangkut ‘kearsipan’ tersebut sangat tidak efisie

Pengendalian, penemuan kembali surat-surat ydipgriukan, tidak
dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dengadi&ioseperti itu tidak
mungkin pelaksanaan tugas-tugas pokok instansit dhjaksanakan dengan
ideal. Akan tetapi tampaknya sampai sekarang bedbamyak pimpinan
instansi pemerintah menyadari pengaruh langsuiagf tidirusnya surat-surat

dinas secara profesional tersebut dengan kelambdnaokrasi yang



dijalankan.

Apabila ditengok ke belakang, persepsi yang saatang arsip di
kalangan pejabat struktural di Pemerintah Pro\in¥idan pola penempatan
personil di bidang kearsipan cenderung tidak preipael dan profesional.
Porsi perhatian bagi perbaikan-perbaikan di bidiearsipan relatif masih
terkesan sangat kecil.

Pelaksanaan tata kearsipan di lingkungan PemeriDterah, baik
provinsi maupun kabupaten/ kota masih perlu dipgekan kembali tingkat
efesiensinya. Sebagaimana gambaran tersebut magbat déarik suatu
asumsi bahwa pelaksanaan tata kearsipan di lingkuRgmerintah Provinsi
DIY tidak maksimal. Hal ini selain ditandai dengsering hilangnya arsip-
arsip penting juga ditandai dengan keluhan adaegalitan dalam penemuan
kembali arsip. Banyak faktor yang menjadi penyebidbk maksimalnya
bidang kearsipan dalam pelaksanaan administrdsih Satunya adalah faktor
yang menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM). FakidMSmemiliki
pengertian luas, tidak saja menyangkut pelaksdmastéetapi termasuk juga
pejabat struktural. Pejabat struktural bahkan rikinpiosisi strategis karena
merupakan penentu bagi arah kebijakan pada setidpya. Seberapa jauh

perhatian pejabat strutural terhadap kearsipamya perlu untuk dikaji.

Kearsipan dan Kultur Pimpinan.
Pelaksanaaan tata kearsipan di lingkungan PerakriRtovinsi

DIY tidak lepas dari kultur pejabat struktural.dabh tentu yang dimaksud



dalam konteks ini bukan pejabat struktural dalarmamrideal. Idealnya
pejabat sruktural harus berkultur pemimpin. Akaapedi kalangan birokrasi
Indonesia, pimpinan cenderung mengabaikan nilaek®mpinan, bahkan
cenderung ’dilayani’. Demikian halnya dalam pelaiesan tata kearsipan,
pimpinan cenderung ingin banyak tahu hal-hal yagttasusnya tidak harus
ditangani pimpinan. Sisi lain, banyak pimpinan yaegderung mengabaikan
komponen-komponen baku dalam manajemen dan lebitganabil sikap

praktis. Akibatnya ruh  manajemen dalam konteks emodmenjadi

terabaikan.

Para pakar ilmu administrasi mengatakan bahwa salh ciri
organisasi modern adalah organisasi itu dalam raktakkegiatan bertumpu
pada informasi g modern organization is an information based
organization). Ini berarti bahwa semua kegiatan organisasi, amul
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatanlan ketersediaan
informasi, salah satu sumber informasi terpentoigah arsip. Dalam rangka
pelaksanaan kegiatan organisasi, termasuk di dgmnproses analisis
permasalahan dan pengambilan keputusan. Suatuisagatidak mungkin
dapat melaksanakan tugas operasionalnya tanpaé@i@an informasi secara
memadai. Demikian juga apabila tidak mempunyai&®puan pengelolaan
informasi secara profesional, mustahil dapat mdédakukegiatannya secara
efisien dan efektif.

Di lingkungan birokrasi pemerintah misalnya, inf@asn manajemen

sebagian besar berupa surat-surat atau arsip, daém bentuk tekstual



maupun non tekstual. Oleh karena itu surat-suretsjibaik yang berasal dari
sesama instansi pemerintah maupun masyarakat, rbableat kaleng
sekalipun, apabila isinya mengenai tugas-tugas petakan sebenarnya
merupakan informasi manajemen bagi instansi pererarsip tersebut.
Barangkali mudah dipahami, bahwa semua instankig®nerintah maupun
swasta, setiap hari melakukan kegiatan karena adamfprmasi, yang
terkandung dalam naskah-naskah. baik berupa deteks, berita telepon,
faximili, e-mail, dan sebagainya. Andaikata suadntkr selama 1 (satu) hari
saja tidak menerima 1 (satu) informasi pun dapzsdsiikan kantor tersebut
tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengertian demikian kiranya dapat menjelaskan mdanarumusan
pengertian arsip menurut Undang-undang Nomor 43uia009. Dalam
undang-undang tersebut disebutkan bahwa arsipladal

Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagaubetdn media sesuai

perkembangan teknologi informasi dan komunikasigydibuat dan diterima

oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembagdiddem, perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dasrorangan dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsbhedwgara

Dari pengertian tesebut jelas bahwa arsip tidak laerupakan

informasi manajemen dalam rangka pelaksanaan kegigemerintah,
sepanjang naskah-naskah baik yang dibuat maupennait berkaitan dengan
kegiatan pemerintahan. Adapun arsip non kedinasgiputi semua naskah
yang mempunyai nilai guna dalam rangka pelaksan&ahidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkgsinya  arsip

dibedakan menjadi :



a. Arsip dinamis, yaitu arsip yang dirgunakan secarg$ung dalam kegiatan
pencipta arsip dan disimpan selama jangka wakterter.

b. Arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pptaciarsip karena memiliki
nilaiguna kesejarahan, telah habis retensinya, d@rketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secarg$ung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia /d@u lembaga
kearsipan

Di negara-negara Anglosaxon. orang membedakan pgemrgaaskah-
naskah berdasarkan fungsinya secara lebih jeldanD@al ini dikenal istilah
file yaitu naskah-naskah yang secara langsung masimakgn dalam
kegiatan organisasi, atau surat-surat yang sedgmgsds. Surat-surat yang
sudah selesai ditangani, meskipun masih diguna&amdkegiatan organisasi
namun frekuensi penggunaannya sudah menurun disetarid. Adapun
naskah-naskah yang sudah tidak digunakan dalanmatkegobrganisasi dan
memiliki nilaiguna tinggi dinamakaarchive. Barangkali karena di Indonesia
kata ’arsip’ meliputi ketiga macam naskah ydite, record, danarchives,
maka di benak sebagian besar orang kata arsij Sal@ berkonotasi naskah-
naskah masa lalu.

Keberadaan arsip sebagai rekaman informasi manajedaam
kehidupan organisasi modern, kiranya sangat sublakmkan kegiatan
dengan efesien dan efektif tanpa ditopang tersgdiarformasi manajemen
yang lengkap, akurat, dan berkualitas. Dengan lkatatidak mungkin suatu
organisasi dapat melakukan kegiatanya dengan &agatdiikuti pengelolaan
arsip yang sistematis dan konsisten. Permasalahamualah lekatnya

anggapan bahwa arsip diartikan sebagai surat-ganaf tidak terpakai lagi,

sudah selesai diproses, surat yang sudah disimpansebagainya. Oleh



karena itu pula orang selama ini menganggap penangarsip di kantor-
kantor, terutama instansi pemerintah, tidak leidini suatu kegiatan yang
memang harus ada. Dalam hal ini tidak pernah teéqomalam pikiran para
birokrat hubungan yang bersifat kausal antara rpatgclolaan arsip sebagai
informasi manajemen dengan mutu pelaksanaan t@gaangkali dari sini
pula asal muasalnya mengapa di kalangan birokrasnepntah tidak

terpikirkan perlunya pembenahan pengelolaan arsip.

Sebenarnya dengan diundangkannya Undang-undang rmMN@®o
Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan tonggakjakebi dalam
pembenahan penanganan arsip di Indonesia ini. Adé&api, bawah sadar
para pejabat struktural instansi pemerintah baikimikat pusat maupun
daerah masih menganggap pekerjaan yang berkategad arsip ini sebagai
kegiatan yang memang sudah semestinya ada. Selimgganpara pimpinan
menganggap pekerjaan kearsipan merupakan tugaarBagta Usaha. Oleh
karena itu para pejabat struktural dengan kesibslednar-hari tidak sempat
lagi memikirkan bagaimaimana sebaiknya arsip dikelsecara profesional.
Tidak jarang, agenda yang terkait dengan masalarsipan ’'cukup’
diwakilkan kepada arsiparis, atau paling tinggi réekeis maupun Kepala
Bagian Tata Usaha.

Bidang kearsipan di Indonesia yang sangat ketirggiai diperburuk
lagi oleh potret buram para petugas yang memildsib suram. Apabila

selama ini para petugas di bidang kearsipan, babksiparis, dikenal tidak
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berkemampuan sebenarnya sangat dapat dipahami.inia@a mereka

berkemampuan kalau basis pendidikan mereka jugdahenBelum lagi

pemahaman akan khasanah informasi yang terkandal@mdsurat-surat
kaitannya dengan kewenangan instansi, urgensigegjambilan keputusan
dan sebagainya, masih jauh dari konsep memadalagapprofesional.

Ringkasnya, pelayanan informasi manajemen yangrikére oleh unit

kearsipan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnsnstmasih dibawah
standar minimal yang semestinya. Oleh karena @& daukung para petugas
kearsipan dalam kegiatan sehari-hari di kantor gidak dirasakan.

Buntutnya, peran mereka juga tidak dianggap pentitagn bahkan dapat
dikatakan, tidak ada suatu bagian pun dari suastamsi merasa sangat
tergantung pada unit kearsipan ini. Ini berartit kearsipan selalu akan
'kering’, karena tidak ada suatewards yang perlu diberikan lantaran unit-
unit kerja yang lain tidak merasa tergantung padekearsipan.

Barangkali tidak banyak orang berpikir, bahwa katjgedulian para
pengambil keputusan mempunyai dampak yang sangatdan mendasar
menyangkut sendi-sendi manajemen. Lebih dari 3@ntaudah Undang-
undang kearsipan diberlakukan, akan tetapi kearsgialndonesia tidak
banyak berubah. Masih banyak pimpinan menghendakilvaca semua surat
yang masuk ke instansi, banyak surat yang hilarigimasi yang bocor, serta
manipulasi.

Hal yang kelihatan remeh adalah pemanfaatan |endigyosisi.

Pimpinan memberikan disposisi kepada bawahan umhgnyelesaikan
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permasalahan yang terkandung dalam surat. Bagainmraetakukan
pengendalian atas pelaksanaan disposisi tidak rdis¢gara sistematis.
Demikian pula kebiasaan semua surat diteruskandeepampinan secara
tidak sadar membiasakan bawahan mengambil langkeajk&h penyelesaian
apabila telah turun disposisi atas petunjuk pimpinaAdapun sebenarnya
dalam sistem kearsipan ketugasan telah dibagi daurdsesuai dengan
struktur organisasi dan tata kerja instansi. Olateka itu disposisi pimpinan
sering bersifat sangat umum, seperti : SelesaiRakypkan, Perhatikan, dan
semacamnya. Ini merupakan salah satu ciri khaansikearsipan 'pola lama’.
Pada sistem kearsipan yang semestinya, berlakgiprsurat-surat
diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Itu tbérdak semua surat
disampaikan kepada pimpinan. Hal-hal yang bertafatis diteruskan kepada
pejabat teknis yang bersangkutan, dan hanya sumat-gang mengandung
policy yang harus diteruskan kepada pimpinan. Dari ureeassebut kiranya
cukup jelas bahwa arsip dan penanganannya memppasan yang sangat
strategis dalam rangka peningkatan efesiensi dektifths pelaksanaan tuga-
tugas instansi. Bila dibandingkan dengan lembagastwtelah jauh lebih
lama menyadari arti penting dan peran arsip selragaman informasi yang

sangat menentukan keberhasilan misi instansinya.
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BAB 111

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Masalah
Bab ini berisi telaah terhadap literatur yang dajan sebagai
landasan pengembangan kerangka teoritis dalam pesdia masalah.
Diantaranya beberapa pengertian tentang :

1. Pengetahuan Manajemen Kearsipan

a. Pengetahuan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaldeman
pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketawikapandaian.
Dapat juga diartikan sebagai segala yang diketbbtkenaan dengan
sesuatu hal.

b. Manajemen Kearsipan
Kearsipan berasal dari kat@sip yang diberi awalanke dan an.
Menurut tata bahasa Indonesia, kata benda yangapatkén imbuhan
ke-an berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan bleaida
tersebut. Dengan demikid®arsipan dapat diberi pengertian sebagai
sesuatu yang berhubungan dengan dunia arsip.
Undang-undang Nomor: 43 Tahun 2009 menyatakan gamgksud
arsip adalah :

Rekaman kegiatan atau peristiva dalam berbagaiukent
dan media sesuai perkembangan teknologi informaan d
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembagaare
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusat@ganisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangdaelam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangshedsyara

Menurut Sularso Mulyono, et al yang dimaksud kears

adalah tata cara pengurusan warkat menurut at@arpcbsedur yang
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berlaku dengan 3 wunsur pokok yang meliputi penymapa

penempatan, dan penemuan kembali. (Sularso Mulyairad, 1985:c3).

George R. Terry menyebutnya sebagai penempatassiezttas dalam
tempat-tempat penyimpanan yang baik menurut atwyeamgy telah

ditentukan terlebih dahulu sedemikian rupa sehingghdap kertas
(surat) apabila diperlukan dapat ditemukan kemtbetigan mudah dan
cepat (George R. Terry, 1962). Menurut Zulkifli Ayak yang

dimaksud dengan manajemen kearsipan adalah peketjaa kegiatan
yang berhubungan dengan pengurusan arsip (Zulldithsyah,

1993: 4).

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diartikahwa
manajemen kearsipan adalah suatu kegiatan yangcéera dan
sistematis yang berkaitan dengan pengelolaan akgigbila berpijak
pada konsep records continum, manajemen kearsipan dapat
dikelompokkan menjadi beberapa tahapan yaitu :

1) Tahap penciptaafCreating)
Pada tahapan ini membicarakan tentang manajemeruliordan
tata naskah dinas atau tata persuratan. Sudah gadautahap ini
dapat diketahui berbagai jenis dan bentuk daripargang
diciptakan.

2) Tahap Penggunaan dan Pemeliharaan (Use and Maingna
Tahap ini merupakan tahap penting terkait dengéornmasi yang

terkandung dalam arsip. Pada tahap ini dibicarakamang
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pengurusan surat, penyusutan arsip, maupun manajersep
inaktif.

3) Tahap Pelestarian
Tahap ini lebih cenderung membicarakan tentang atsiis, yaitu
arsip-arsip yang memiliki nilaiguna di luar kep@egian organisasi
penciptanya. Bukan hanya sebatas pengelolaanngpi tgiga
menyangkut hal-hal yang terkait dengan upaya untekiperkaya
khasanah arsip melalui akuisisi.

4) Tahap Layanan Informasi Arsip
Tahap ini membicarakan tentang mekanisme dan puosaganan
arsip. Secara spesifik membicarakan layanan atsijs.sDalam
pembicaraan tentang layanan arsip tidak lepaskdterbukaan dan
ketertutupan arsip, serta kewenangan untuk menarefdgyanan
tersebut.

Pada masing-masing tahapan diperlukan prosedur dan
mekanisme yang dibakukan. Pembakuan prosedur deanmsee, baik
dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ataupun petuerjikis menjadi
acuan bagi pelaksanaan total sistem kearsipanisgsngan tahapan
masing-masing. Selain berbicara dari segi sisteamajgmen kearsipan
juga terkait dengan aspek sumber daya manusiajssatan biaya.

2. Perseps

Persepsi berasal dari bahasan Inggmsception yang berarti
penglihatan atau daya memahami (John F. EcholkHissan Shadily,

1997:424). Dalam hal ini Mas’at mengemukakan balyaag dimaksud

15



dengan persepsi adalah proses pengamatan sess@randerasal dari
aspek kognisi yang dipengaruhi oleh faktor pengalanproses belajar
cakrawala dan pengetahuan terhadap obyek psikofagig diwarnai oleh

nilai dan kepribadiannya (Mas’at, 1981:3). Dalam ima yang dimaksud

obyek psikologis adalah kejadian, ide, atau situasientu. Melalui

komponen kognisi ini akan timbul ide, kemudian leps® mengenai apa
yang dilihat.

Pendapat yang dikemukakan Newcomb menyatakan bahwa
persepsi adalah cara-cara individu memperlakukimmnrasi (Noersitwan,
1998: 63). Secara harfiyah persepsi menunjuk padganasi
penginderaan. Artinya pada apa yang dilakukannyzarae psikologis
dengan rangsangan-rangsangan yang secara takhbkatitiya mengenai
alat indera. Adapun menurut Murdjanti adalah besl@ndengan proses
perlakuan seseorang terhadap informasi tentangtsesbyek yang ada
pada dirinya melalui pengamatan indera yang dimyik (Murdjanti,
1988 : 14).

Dalam kamus psikologi disebutkan bahwa yang dimaldengan
persepsi adalah “Proses pengamatan seseoranglagerteesuatu di
lingkungannya dengan menggunakan indera-indera ydinglikinya
sehingga ia menjadi sadar terhadap sesuatu yardj hdgkungannya”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapaik ddaatu
pengertian bahwa persepsi pada dasarnya merupakaespperlakuan

seseorang terhadap informasi tentang suatu obyeky yaasuk pada
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dirinya melalui pengamatan indera yang dimiliki.os&s perlakuan
tersebut berkaitan dengan proses pemberian autiirtrpretasi terhadap
suatu obyek. Persepsi bersifat subyektif karenaendjaruhi oleh
kemampuan dan cakrawala seseorang. Oleh karendabesgbyektif,

persepsi dari seklompok orang terhadap suatu olggek) sama dapat
menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.

Persepsi memiliki  keterkaitan dengan perilaku, lahk
berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Dikemokbkhwa persepsi
mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengamkiputusan yang
teliti. Persepsi mengandung tiga komponen yaity Kbmponen kognitif
meliputi yang berkaitan dengan pengetahuan, pamrdargyakinan atau
hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orangensepsi terhadap
objek persepsi; 2). Komponen afektif yaitu kompogang berhubungan
dengan rasa senang atau tidak senang terhadap péjs&psi; dan 3)
Komponen konatif atau juga disebardtion component, yaitu komponen
yang berhubungan dengan kecenderungan bertinddladgy objek
persepsi. Komponen ini menunjukkan intensitas psiseyang
menunjukkan besar kecilnya kecenderungan berparitakhadap objek
persepsi. Persepsi bukan merupakan kondisi yaragvdilsejak lahir tetapi
merupakan sesuatu yang terbentuk seiring dengajalgrean hidup
seseorang. Persepsi akan mempengaruhi perilakuasgedembentukan
persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan fakdé&sternal. Faktor

eksternal, seperti situasi yang dihadapi indivichaupun norma-norma
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yang berlaku dalam masyarakat merupakan faktor yasmpengaruhi
pembentukan persepsi seseorang.

Perilaku Pejabat

Perilaku memiliki pengertian sebagai suatu tanggagau reaksi
individu terhadap rangsangan. Perilaku tidak bangékntukan oleh
persepsi umum tapi oleh persepsi yang spesifilateh sesuatu; Selain itu
perilaku tidak semata-mata dipengaruhi persepsipiguga keyakinan
mengenai apa yang diinginkan orang lain; sertasqpsi terhadap
perilaku bersama norma-norma subjektif membentalusintensitas atau
niat untuk berperilaku tertentu.

Pejabat struktural adalah jabatan yang secaras tada dalam
struktur organisasi. Dalam konteks ini pejabatlétmal merupakan nama
jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada (SKBDlingkungan
Pemerintah Provinsi DIY yang diberi tugas, wewenadgn tanggung
jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tlgafungsi yang
melekat pada struktur jabatan yang diemban seetadapat kompensasi
tunjangan atas jabatan tersebut.

Pengetahuan dan Pelaksanaan M anajemen K ear sipan
Sikap pejabat yang didasarkan pada penjelasan gebalumnya

kurang lebih berarti perilaku pejabat yang pembariu persepsinya
dipengaruhi oleh faktor internal yang muncul sdgkr sedangkan faktor
eksternal muncul karena situasi yang dihadapi iddivmaupun norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat termasuk pamatiserta

lingkungan kerja yang bersangkutan. Pada kajiarp@mgaruh ekternal

1



yang dikaji terkait dengan pengetahuan dan pela@am€manajemen
kearsipan.

Keterkaitan persepsi dengan pengetahuan manajemarsipan
adalah persepsi untuk memahami ilmu baik secaradea praktik serta
memiliki kemampuan untuk mengembangkan teori tensédbih dalam
dan aplikatif. Hal inilah yang memunculkan daya rabami yang berarti
muncul persepsi dalam internalisasi seseorang dalanmanggapi sesuatu
salah satu ilmu pengetahuan.

Terkait dengan pelaksanaan manajemen Kkearsiparartiber
menunjukkan sikap aktual secara praktik aplikatifnteja kerja yang
didasari tugas, pokok, dan fungsi organisasi khugusentang kearsipan.
Berikut adalah pengetahuan dan pelaksanaan dasarmdaajemen
kearsipan yang meliputi Tata Naskah Dinas, Manapenk@rmulir,
Pengurusan/Pengendalian Naskah Dinas, Penataamipangn Berkas,
Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, Pengolahan ip Ax4tal,
Pengolahan Arsip Foto, Pengolahan Arsip Audio &lisiPengolahan
Arsip Peta/Gambar Teknik/Kartografi dan Kearsitektyy Pemanfaatan
Teknologi Informasi, Pengolahanan Arsip Inaktif, enBelolaan arsip

statis, Layanan Arsip.

B. Kerangka Hubungan antara Persepss Manajemen Kearsipan dengan

Perilaku Pe abat Struktural

Gejala yang muncul dari pelaksanaan tata kearsippdmgkungan
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Pemerintah Provinsi DIY adalah kurangnya pemahapgabat struktural
terhadap bidang kearsipan. Hal ini tidak lepas #adalahan pemahaman
terhadap pengertian serta fungsi arsip itu sendiri.

Secara awam arsip hanya dipahami sebagai pertinggedt-surat
yang sudah tidak digunakan dalam pelaksanaan astnasii atau dokumen
tua. Pekerjaan di bidang kearsipan juga hanya dipakebagai tugas rutin di
tata usaha. Hal itupun masih dipersempit lagi ssbiatgas mengagenda surat
masuk dan surat keluar. Oleh karena itu pekerjaabidhng kearsipan
dipersepsikan sebagai pekerjaan remeh yang ddgajadkian oleh siapapun
tanpa diperlukan pendidikan dan ketrampilan khuSidak jarang pekerjaan
di bidang karsipan dibebankan kepada PNS yang tigkiliki pemahaman
pengetahuan dan kemampuan praktis di bidang kearsigal yang lebih
ironis adalah munculnya anggapan bahwa unit kesmrsiperupakan tempat
buangan bagi PNS yang sudah dapat dapat mengenavakaer, PNS yang
tidak potensial, maupun PNS yang dinilai telah betlsalah.

Tata kearsipan pada prinsipnya merupakan suatul t@tiem
pengelolaan informasi yang terekam di dalam meditertentu yang
dimaksudkan untuk menyediakan data bagi pelaksamamajemen. Sebagai
suatu pekerjaan yang terkait dengan penyediaanrnmaf, apabila
dipersepsikan secara keliru akan mempengaruhi deph&inerja maupun
produk dari kegiatan tersebut.

Oleh karena itu dapat ditarik suatu pengertian laalp&ngetahuan

pejabat terhadap tata kearsipan akan mempengaeubegsi mereka yang
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selanjutnya akan berpengaruh terhadap perilakupsgadat struktural dalam
mengambil kebijakan terkait dengan kegiatan di tgd&earsipan pada
instansi masing-masing.

Beberapa data menguatkan pendapat tentang perpepsbat
struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DIWhtieng tata kearsipan, di
bawah ini tersedia data hasil survai yang dilakkanaleh BPAD Provinsi
DIY tentang Apresiasi pejabat struktural terhadejaksanaan tata kearsipan.

Data pendukung dimaksud diantaranya tentang distrkuesioner yaitu :

Tabd 1.
Distribusi Kuesioner
KUESIONER
No. INSTANS DIKIRIM
I Il v JML
1 | Inspektorat Provinsi DIY 1 1 3 5
2 | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY 1 1 4 6
3 | Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
DIY 1 3 8 12
4 | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Setda Provinsi DIY 1 3 8 12
5 | Biro Organisasi Setda Provinsi DIY 1 3 9 13
6 | Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Setda Provinsi DIY 1 3 9 13
7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Provinsi DIY 1 4 9 14
8 | Biro Hukum Setda Provinsi DIY 1 4 10 15
9 | Dinas Pariwisata Provinsi DIY 1 4 11 16
10 | Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
Setda Provinsi DIY 1 4 11 16
11 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY | 1 5 11 17
12 | Dinas Kebudayaan Provinsi DIY 1 6 11 18
13 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Provinsi DIY 1 5 11 17
14 | Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY 1 5 11 17
15 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi
DIY. 1 7 11 19
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16 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Provinsi DIY 1 5 11 17
17 | Rumah Sakit Grhasia 1 4 11 16
18 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Provinsi DIY 1 12 24 37
19 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi

Sumber Daya Mineral Provinsi DIY 1 10 21 32
20 | Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Provinsi DIY 1 9 18 28
21 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DIY 1 7 15 23
22 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi DIY 1 9 16 26
23 | Dinas Pertanian Provinsi DIY 1 10 15 26
24 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY 1 8 15 24
25 | Dinas Kesehatan Provinsi DIY 1 9 15 25

26 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provins
DIY 1 7 15 23
27 | Dinas Sosial Provinsi DIY 1 12 15 28

28 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Provinsi DIY 1 9 15 25
29 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY 1 6 11 18
30 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

DIY 1 5 11 17
31 | Sekretariat DPRD Provinsi DIY 1 4 12 17
32 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY 1 6 12 19
33 | Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY 1 4 12 17

Jumlah 33 | 194 | 401 628

C. Teknik Pengumpulan Data

1. DataPrimer

Data primer dikumpulkan dengan kuisioner yang dish para
pejabat struktural pada masing-masing SKPD selagailasi survai dan
penyebaran kuisioner dilakukan pada bulan Januatil 2ke masing-
masing Dinas/Badan, Sekretariat DPRD, UPTD, daw Hirlingkungan
Pemerintah Provinsi DIY. Kuesioner disebar kepadaa responden,

sejumlah 628 eksemplar.
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2. Data Sekunder

studi

Data sekunder mengenai pelaksanaan tata kearsipeoldh dari

pustaka melalui literatur kearsipan dan peamg-undangan

kearsipan untuk menyusun berbagai teori dan pehgapg berkembang

mengenai manajemen kearsipan.

Variabel pengetahuan manajemen kearsipan diukigase®0 (dua

puluh) pernyataan yaitu:

1).
2).

3).
4).
5).
6).

7).
8).

9).

10).
11).

12).
13).
14).
15).
16).
17).

18).

Arsip merupakan unsur penting dalam manajemen.
Pelaksanaan tata kearsipan sesuai pedoman yaagbakan
meningkatkan kinerja instansi.

Ketersediaan arsip akan mendukung dalam pengambilan
keputusan

Pelaksanaan tata kearsipan yang benar menunjaggwwasan
dalam tugas operasional instansi

Setiap instansi dalam pengelolaan arsip harus isestuanjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Adanya petunjuk pelaksanaan maupun teknis dalaakgmhaan
tata kearsipan instansi sangat diperlukan.

Setiap komponen di instansi perlu memahami peddearsipan.
Pedoman tata kearsipan instansi merupakan kompmargimg
mewujudkan kinerja instansi secara optimal.

Tata kearsipan harus dipahami oleh setiap unsuostiinsi baik
pejabat maupun staf.

Kearsipan hal yang perlu dipahami oleh pimpinatains.
Pedoman kearsipan perlu diterapkan di setiap iastan

Pemahaman terhadap pedoman tata kearsipan harmisimel
pendidikan dan pelatihan.

Sepengetahuan saya arsip adalah pertinggal, temhdesa surat-
surat yang tidak digunakan lagi.

Kearsipan semata-mata menjadi tugas dari uniftetgildi
instansi, dan tugas dari Lembaga Kearsipan Daerah

Akibat memiliki, menghilangkan, menjual Arsip, dan
membocorkan informasi dari suatu Arsip adalah krpidana.
Kearsipan instansi cukup dilaksanakan oleh arspatau petugas
arsip.

Perlu dilakukan sosialisasi tentang kearsipan agoternal pada
masing-masing instansi.

Surat-surat yang sudah tidak digunakan lagi selizagias kerja
tidak boleh langsung dimusnahkan.
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19). Kepala instansi merupakan penentu dalam pelaksadatsan
kearsipan.

20). Setiap pejabat struktural perlu memahami hal-hagytarkait
dengan pelaksanaan tata kearsipan di instansi.

Variabel mengenai persepsi diukur dengan 14 pgatansebagai

berikut :

1. | Secaraumum di setiap instans ini diperlukan adanya:

a. Tata Naskah Dinas

b. | Manajemen Formulir

C. Pengurusan/Pengendalian Naskah Dinas/Surat

d. | Penataan / penyimpanan berkas

e. | Pemindahan arsip

f. Pemusnahan arsip

g. | Pengelolaan arsip statis

h. | Pengelolaan arsip vital.

I. Pengelolaan arsip foto

J- Pengelolaan arsip audio visual

k. | Pengelolaan Arsip Peta/Gambar teknik/Kartogtafi
kearsitekturan
l. Pemanfaatan Teknologi Informasi

m. | Pengelolaan Arsip Inaktif

n. | Layanan Peminjaman Arsip

0. | Standardisasi Sarana Kearsipan
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Variabel perilaku diukur dengan 14 pertanyaan gaaerikut :

Berikanlah skala kepuasan saudar a terhadap pelaksanaan
sistem berikut ini di instans saudara

Tata Naskah Dinas

Manajemen Formulir

Pengurusan/Pengendalian Naskah Dinas/Surat

Penataan / penyimpanan berkas

Pemindahan arsip

Pemusnahan arsip

Pengelolaan arsip statis

Pengelolaan arsip vital.

Pengelolaan arsip foto

Pengelolaan arsip audio visual

Pengelolaan Arsip Peta/Gambar teknik/Kartogeaf d
kearsitekturan

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengelolaan Arsip Inaktif

Layanan Peminjaman Arsip

Standardisasi Sarana Kearsipan

Tabel : 4

Prosentase Pengembalian Kuesioner

KUESIONER
No INSTANSI DIKIRIM KBL TDK
[l 11 v |IJML KBL

1 | Inspektorat Provinsi DIY 1 1 3 5 4 1
2 | Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi DIY 1 1 4 6 4 2
3 | Biro Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi 1 3 8 12 12 0
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DIY

Biro Administrasi
Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Setda Provinsi
DIY

12

12

Biro Organisasi Setda
Provinsi DIY

13

10

Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Setda
Provinsi DIY

13

Badan Kesatuan Bangsa da
Perlindungan Masyarakat
Provinsi DIY

14

13

Biro Hukum Setda Provinsi
DIY

10

15

14

Dinas Pariwisata Provinsi
DIY

11

16

12

10

Biro Umum, Hubungan
Masyarakat dan Protokol
Setda Provinsi DIY

11

16

13

11

Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi DIY

11

17

14

12

Dinas Kebudayaan Provinsi
DIY

11

18

13

13

Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat
Provinsi DIY

11

17

12

14

Badan Lingkungan Hidup
Provinsi DIY

11

17

16

15

Badan Kerjasama dan
Penanaman Modal Provinsi
DIY

11

19

15

16

Badan Ketahanan Pangan d
Penyuluhan Provinsi DIY

(63}

11

17

11

»

17

Rumah Sakit Grhasia

11

16

10

18

Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi DIY

12

24

37

19

18

19

Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral
Provinsi DIY

10

21

32

29

20

Dinas Perindustrian,

Perdagangan Koperasi dan

18

28

20
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Usaha Kecil Menengah

Provinsi DIY
21 | Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Provinsi DIY 1 7 15 | 23 19 4
22 | Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

Provinsi DIY 1 9 16 26 15 11
23 | Dinas Pertanian Provinsi DIY 1 10 15| 26 11 15
24 | Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Provinsi DIY 1 8 15 24 22 2
25 | Dinas Kesehatan Provinsi

DIY 1 9 15| 25 16 9
26 | Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi DIY 1 7 15 23 15 8
27 | Dinas Sosial Provinsi DIY 1 12 15| 28 26 2
28 | Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olah Raga Provinsi DIY| 1 9 15| 25 17 8
29 | Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi DIY 1 6 11 18 17 1
30 | Badan Perpustakaan dan

Arsip Daerah Provinsi DIY 1 5 11 17 14 3
31 | Sekretariat DPRD Provinsi

DIY 1 4 12 | 17 10 7
32 | Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi DIY 1 6 12 19 14 5
33 | Biro Tata Pemerintahan Setda

Provinsi DIY 1 4 12 17 13 4

Jumlah 33 | 194 | 401 | 628 | 454 174

Kembali menurut eselon 66 372

Tidak kembali menurut

eselon 17 128 29

Prosentase kembali 48%34% 93%
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BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ketersediaan arsip secara tepat, dengan waktu ogpag, biaya yang
murah, serta informasi yang lengkap menjadi toldkurudari tingkat
keberhasilan penyelenggaraan tata kearsipan. Paanapujuan tersebut
ditunjang oleh elemen input, proses, dan out planddata kearsipan. Selain
itu, pembahasan mengenai kualitas SDM yang cukilp arta pengetahuan
kearsipan yang cukup memadai tetapi penyelenggdedarkearsipan tidak
memberikan kepuasan, artinya tata kearsipan dansstbelum menjadi
sesuatu yang memberikan kontribusi positif bagaksdnaan tugas substantif
pada masing-masing instansi. Oleh karena itu peaganpersepsi serta
koordinasi tentang penyelenggaraan kearsipan antur pejabat struktural
pada setiap instansi perlu untuk lebih ditingkatkan

Perlu dikaji penyebab terjadinya keengganan seopatugas arsip
dalam pelaksanaan kinerjanya meskipun mempunyagepsr positif tehadap
pengetahuan tentang tata kearsipan. Hal ini dapaidt petugas arsip belum
memiliki dan memahami kemampuan aplikatif dalam akehnakan tugas-
tugasnya dan hanya memahami secara teori sajand¢etstta kearsipan yang
sebenarnya. Selain itu, diperkirakan bahwa petagsip dalam aktivitasnya
kurang mengetahujob deskription sebagai seorang pengelola arsip. Hal

tersebut mungkin dikarenakan tidak semua petugsip aerlatar belakang
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pendidikan kearsipan serta unit kearsipan dipandaatgagai unit buangan

bagi pekerja yang tidak memiliki formasi kerja dalauatu organisasinya.

Saran

Seperti diketahui pada umumnya, seharusnya setg@bat baik
dengan latar belakang pendidikan formal dan nom#&bdi bidang kearsipan
harus memiliki persepsi positif. Kondisi tersebuttuk dapat mendorong
perilaku yang positif pula dalam pelaksanaan tyglatannya sehingga akan
menciptakan kondisi yang mendorong penyelenggatesarsipan yang
mendukung pelaksanaan tugas instansi.

Upaya peningkatan pengetahuan di bidang kearsipa&nlu p
diperhatikan, baik melalui apresiasi maupun menkeuknateri kearsipan
pada pendidikan dan latihan kepemimpinan. Selainubtuk memperkuat
kemampuan aplikatif tentunya pendidikan non fornsalperti training,
workshop, dan kajian-kajian kearsipan mampu memperkaya tieor praktik

yang sesuai dengan perkembangan zaman.
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